BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 25 TAHUN 202!

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA KECAMATAN DI KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organigas

barfgan sebagaimana dimaksud dalam
5, periu menetapkan Peraturan Bupati
dudc Suunnn Organisasi, Tugas dan Fungsi
: Keaunann Kabupaten Jember;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), secbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Noomr 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2, Undang-Undang Noumor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubeh, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
i_ Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Daerah (Lembaren Negara Republik Indonesia Takun 2016 Nomor
114, Tambshan Lembaran Negara Republik Indemesia Nomor
S887), ssbagaimsna tslgh diubeh dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tabun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
mzomumm,nmmmwnbmmacpum
Indonesia Nomor 6402);

S. Pematuran Pemerintah Namor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawapan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Repuablik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199T;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Te

{opmer” 99 Tahun 2019 tentang
itaan Perangkat Daerah;
ember Nomor 3 Tahun 2016
sarag BEereh Kabupaten Jember Tghun 2016 Nomor 3,
gbalian Lambaran Kabupaten Jember Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menstapkan : PERATURAN BUPAT! TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI TUGAS DAN FUNGS! SERTA TATA KERJA
KECAMATAN DI KABUPATEN JEMBER.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimakeud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adaléh Bupati Jember,




3. Selgretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Jember.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat
S. Camat adalah pemimpin dan koordinator W‘n
pemerintnhan di  wilayah kerja kecamatan
pelaksanaan tugasnya memperoleh yﬁmmm
kewenangandari Bupati untuk menangani sebagian urusan
Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas pemerintahan

unm.

6. Sekretaris adaleh Selaretaris Camat.
7.Ka"ah8ubBadnnaddahchalaSubBagianpada
Kecamatan.

8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kecamatan

9. Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut ..:.
pm;ht Kecamatan yang  bertanggungiaw kepada

1o.mwm 'ﬂl
disingkat APBD adalah D-Kaby

‘-‘nllr"“‘

dh sebagei pelaksana teknis

: wﬂa.ynh tertentu dalam rangka
sebagian  urusan pemerintahan
ngan daerah dan urusan pemerintahan
Bupat  scbagei pelaksana urusan

2] Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan  publik, dan
pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

(3) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas :
a. Camat;
b. Sekretariat membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- 2, Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
Seksi Pemerintahan;
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,;
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesgjahteraan Sesial;
Seksi Pelayanan Umum;
Kelurehan; den
Kelompok Jabatan Fungsional.
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(3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berade di
bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Sagian yang
berada di bawsh dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(S) Masing-masing Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di
baweh dan bertanggungjawab kepada Camat.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi
Pasal 4 /
(1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ) huruf a
mempunyai tugss :

wal
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pemerintahan di wilayah kecamatan;

melaksanakan Urusan  Pemerintahan yang menjadi
luwmambaenhynngndakdilahmnhnolehunh
kerja Perangkat Daecrah yang ada di Kecamatan; dan

j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang - undangan.

(2) Dalaom melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(I)Ounttmmaifun’x

Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan
nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;

pmmmwkatwmmm

. pembangunan diwilayah kecamatan;
. pelaksanaan pambinaan dan pengawasan serta pengevaluasian

terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah

— =



f. pelaksansan pengkoordinasian dengan instansi terkait
dalam rangka pelaksanaan rugas;

8 pelaksanasn pemberian fasilitasi penyusunan  produk
w daabempapmmndesadanpannnmkayda

h. pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata
pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa,
pendayagunaan aset desa;

i. pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan
fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan

‘ desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;

J. pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepale
desa, merekomendasikan  pengangkatan f
pemberhentian perangkat desa;

k. pelaksanaan pemberian fasilitasi pOrTELs lokasi
pembangunan kawasan pedesagn; sert
. pmcanunpembangunan Dt ipatis ‘
N-mn.m -.4 2SI LaK “—4"- RLALE -84 de“ m
R Dot dai , pénataan,
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E l‘ sufin data
::; Ny want b p!?;m d‘n
masyarakat desa/kelurahan;
ﬁ :?;::.‘ 1 dengnn pendamping desa serta
pelodcsdnag embangunan kawasan perdesaan diwilayah
o -plaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh

Bnpati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan;

p. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang
peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan

Q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam
melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan,
Wmhumummduhpmmh

kepatia Camat dan semua unsur di lingkungan kecamatan.,
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat, mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja
dari seksi-seksi den sub bagisan guna penvusunan lasaran



;

b.

(1)

(2)

Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan
penyelenggaraan tugas - tugas seksi-seksi dan sub bagian
secara terpadu;

Pelaksanaan pendistribusi tugas kepada seksi-seksi dan sub
bagian sesuai tugas dan kewenangannya;

pelaksanaan penyusunin rencana kerja dan program kegiatan
kecamatan;

pelaksanaan penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan
deta informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
kegiatan keecamatan;

pelaksangsan penyelenggaraan analisa kebutuhan  barang,
analisa kebutuhan pemeliharaan barang;

pelaksanaan pengelolaan dan pemaliharunbminm
dinas, inventarisir barang, pengamanan serta pemapn
barang yang dikuasai oleh kecamatan;

pelaksanaan urusan administrasi umum-d&n kepegawaian,
penatausahaan keuangan dan be .;-..-..'-..;,9.:,.
rmhmn@dmu.
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Umum dan Kepegawaian
Pasal 6

Sub Bagisn Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas

melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan

kerumahtanggaan, pengelolaan asset, kepegawaian,

Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain

yang diberikan oleh Sekretaris;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan,
pengiriman dan pendistribusian surat;

b. pelaksansan penggandaan naskah dinas dan pcngelolaan
kearsipan;

c. pelaksanaan penyiapan penyelcnggaraan rapat- rapat
dinas, perjalanan dinas, pecnerimaan tamu-tamu,
keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta
pelayanan kerumahtanggaan lainnya

d.pelakunmpenylapanbahanlclnhandnnpehmm

pcldnmunpenyapandanpengkom’dhmnpewuman
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g pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan,
pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/periengkapan
kantor ;

h. pelaksanaan  penatausahsan, pepgamanan  dan
perlindungan aset/barang milik daerah; dan

i. pelaksansan pepgusulan seluruh rencana ksbutuhan
kepegaweaian dan penyelenggeraan tata usaha kepegawalan
lainnye;

j. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

penyiapan bchcndan “

ul!!‘ll
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ad dimaksud pada ayat
poran dan Keuangan

‘::"':.' ‘pemgGmpulan bahan dan pengkoordinasian

.- ugarr” perencanaan strategis dan perencanaan
ahan OPD;

Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data
tnformnlcm

c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada
system informasi perencanaan dan pelapaoran daeraly;

d. Pelaksanasn pengumpulan bahan dan pengkoordinasian
penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan
pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban OPD; sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan
pengumpulan perjanjian kinerja lingkup Kecamatan;

. Pelaksansan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan
pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran,
dan

g Pelaksanasn penyiepan bahan dan pengkoordinasian
penyusunan iencana anggaran dan rencana perubahan
anggaran '

h. pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja
tidak langsung;

i. pelaksansan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada




(1)

(2)

',',4;'l 1.1.'?:;:.“
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..... !q. 'u dan ]mbinm
,- UmumdanDua/Kalunhm
barmgmiukdamhyangmﬂadikmnpn

pehhnmn penyusunan program dan melaksanakan
fasilitasi kegiatar sosial, politik, ideologi dan kesatuan bangsa,
dan

d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas,

Bagian Keempat
Beksl Ketentramuan dan Ketertiban Umnm
Pasal 9

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas
melaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah
serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan tugas lain yang
diberiken olash Camat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimeksud pada ayat (1),
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merapunyai fungsi:

a. pelaksangan penyusunan program dan penyelenggaraan

pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
b. pelaksanaan penyusunan program  dan pembinaan

classean ) asdessseenaes PeaifRald Pace s o Peand = »



d. pelaksanaan pengkoordinasian bidang keamanan dan
ketertiban di wilayah kecamatan;

e. pelaksanaan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga
stabilitas wilayah;

f. pelaksanasan pemantauan, pengkoordinasian dan
penggalangan tugas- tugas penanggulangan bencana di

wilayah; dan
E. Ppeayusunan laporan pertanggungjawaban atas
pdlaksanaan tugas.
Bagian Eelima
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
Pasal 10

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahtgreafi Sosial

lum:.;.au
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e dumahudp‘dal.ynt (1),
dan Kessjahteraan Sosial

akat:

b, +Felak N penyusunan program dan pengawasan
lmﬁatnn pembangunan fisik di wilayah kecamatan;

c. Pelaksanaan penyusunan  program  dan  pembinaan
pemberdayaan masyarakat;

d. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan
pelestarien lingkungan hidup;

c. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kegiatan pemnberdayaan
perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluargs,
lembaga keswadayaan masyarakat,

f. Pelaksanaan penyusunan program percepatan pengentasar
kemiskinan di wilayah kecamatan,

(1] ] h u-
A‘;: "v-» efiyusunan program dan pemberdayaan kegiatan

pembinaan kessjahteraan sosial, penyandang disabilitas serta
keluarga berencana;

h. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberan fasilitasi

K kegiatan kehidupan beragama,

¥ i. Pelaksansan penyusun program dan pembinaan upaya
peniingkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;

i. peldksanasnpepyusunan program dan pembinann. kegiatan

’



kK. penyusunen program dan pemberian pelayanan bantuan sosial
scrta penanganan pengungsi korban bencana,;

. pelaksanzan penyusunan program serta pembinaan
kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;

m. pelaksansan pengkoordinasikan pelaksanan pemberian

bantuan psmerintah;
n. penyusunsn laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.
Baglan Keenam
Seksl Pelayanan Umum
Pasal 11
(1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugs melaksanakan

44 e lakckab 5‘1 ,
/ "w.qﬂ lgpek benmatnn sesuai dengan kewenangan

pelalesan pemberian fasilitasi pelayanan di Dbidang
De! , perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan;
d. pcl-knmnpembu-xm fasilitasi pelayanan di bidang
industri dan usaha kecil; dan
€. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

Bagian Ketujuh
Kelurahan
Pasal 12

(1) Kelyrahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk
untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

(2) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang discLut Lurah
selalon peratigkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada
Camat.

(3) Susunan Organisasi, tata kerja, tugas dan fungsi Kelurahan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sgjumlah  tenaga
dahmjeqjangjabntanmngcionalmgterbagidahmbetbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setimp kelompek dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
semiar yang diangiat oleh Bupati.

(3) Jenis jenjang dan jumiah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati
berdasarkean kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturen
perundang-tindangan.

BABV
TATA KERJA

Pasal 14 c
(1) Dalam melaksanakan tugas <d8n f -(a |CGamat | | Sekretaris
Camat, Kepala Sub Bagix ";:' Soked, 1
Jm - N ES10M W 2 IMgnerapEan lon N
‘ «..“-ﬁlquav
--‘-' o 24 8 i =,
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ime organisasi wajib mengawasi

F.‘_,w A Tasmg - masing dan bila terjadi penyimpangan agar
fengamp angkeh - langkah yang diperiukan,

(3) Setiap pemimpin  satuan  organisasi bertanggungjawab
memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing - masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.

(4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggungiawab pada atasannya
masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat
waktu,

(S) Setiap laporan yang diterima cleh pimpinan satuan organisasi dan
bawghannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannoya.

(6) Dalam menyampaiken laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kegja.



Pasal 15

Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercentum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati imi,

BAB V1
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 16
(1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai N
Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris

sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepa sl [ Lurah
diangkat dan diberhentikan oleh Byps®i darfPegm NegedSipil
mmxmhimratm o Sebyts

Bat Eselon Il a atwu Jabatan

derupakan Jabatan Eselon [ b atau Jabatan

ral dan Kepah Seksi merupakan Jabatan Eselon IV a atau
Jlbdan?mu.

(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Eselon IV b atau
Jabatan Pengawas.

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati Jember ini mulai berlaku maka Peraturan
Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di
Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016
Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Ditetapkan di Jember
pada tanggal & Manet 2021

BUPATI JEMBER,
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KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 29







